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P U T U S A N 

Nomor 945/Pdt.G/2021/PA.Tsm 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
 

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara 

perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan 

sebagai berikut dalam perkara antara : 

PENGGUGAT, NIK XXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, 

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di 

Kp.XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Tasikmalaya, 

dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Yayat Sudrajat, S.H. 

dan Agung Cendana Putra, S.H., Advokat/Pengacara yang 

berkantor di Jl. Pahlawan KHZ. Musthafa Ciseda Rt.001 

Rw.002 Desa Sukaasih Kecamatan Singaparna Kabupaten 

Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 

Februari 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat 

Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 

1345/Reg.K/2021/PA.Tsm, tanggal 10 Maret 2021, sebagai 

Penggugat; 

MELAWAN 

TERGUGAT, NIK XXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan 

Wiraswasta, tempat tinggal di Kp.XXXXXXX Kecamatan 

XXXXXXX Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Tergugat ; 

 

Pengadilan Agama tersebut; 

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; 

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka 

sidang; 

DUDUK PERKARA 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2021 

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah 

Nomor 945/Pdt.G/2021/PA.Tsm tanggal 10 Maret 2021, telah mengajukan 

hal-hal sebagai berikut : 

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Januari 

2003 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX 

Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana ternyata Kutipan Register Akta 

Nikah Nomor : XXXXXXX tanggal 09 Januari 2003 dan disaat menikah 

Penggugat berusia 23 tahun, Tergugat berusia 26 tahun;   

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah 

kediaman bersama yang beralamat di Kp.XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX 

Kabupaten Tasikmalaya;   

3. Bahwa usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan kurang lebih 

selama 18 tahun, bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (bada dukhul) 

dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;   

4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan 

baik dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 mulai retak, terjadi 

perselisihan/pertengkaran dan tempat kejadiannya terjadi ditempat 

kediaman bersama, kemudian pada bulan Juli 2020 telah terjadi kembali 

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk 

didamaikan dan keadaan tersebut memuncak pada bulan September 2020 

Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah 

orangtua Penggugat yang masih tetangga dengan kediaman Tergugat, 

beralamat di Kp.XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Tasikmalaya, 

sementara Tergugat masih tinggal di alamat Kp.XXXXXXX Kecamatan 

XXXXXXX Kabupaten Tasikmalaya, sehingga sampai saat ini telah 

mengakibatkan pisah rumah kurang lebih selama 4 (empat) bulan;   

5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut 

dikarenakan faktor ekonomi dimana Tergugat kurang memberi nafkah 

kepada Penggugat dan Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;   

6. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah 

tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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tangga dengan tentram dan damai, maka Penggugat berketetapan hati 

untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang 

ada;   

7. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan 

penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan dan menyebabkan 

kekecewaan Penggugat kepada Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat 

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri yang sholihah, 

sehingga tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang bahagia 

tidak akan terwujud;   

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, 

Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga 

untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun 

usaha tersebut tidak membuahkan hasil;   

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat 

sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina, untuk membentuk suatu 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud 

dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena 

perceraian;   

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan 

hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis 

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan 

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;   

2. Menjatuhkan thalaq satu ba`in sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT) ;    

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;   

Atau apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam 

peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya ;  

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi 

Kuasa Hukumnya datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat 

tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya 

yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan 

yang sah menurut hukum ; 

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan 

Penggugat, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;  

Bahwa karena Tergugat tidak datang dalam sidang, maka jawabannya 

terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar ;   

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 

XXXXXXX tanggal 09 Januari 2003 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT 

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten 

Tasikmalaya , telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan 

dengan aslinya ternyata cocok. Untuk selanjutnya disebut alat bukti P. ;  

Bahwa selain itu, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya, 

yaitu : 

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, 

tempat tinggal di kp. XXXXX Desa XXXXXXX Kec. XXXXXXX Kab. 

Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai 

berikut: 

 Bahwa saksi adalah bibi Penggugat dan kenal dengan Tergugat ; 

 Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri 

yang sampai sekarang belum pernah bercerai ;  

 Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2020 

rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran ;  

 Bahwa saksi mendengar penyebab Penggugat dengan Tergugat sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang 

bertanggungjawab memenuhi kebutuhan Penggugat ;  

 Bahwa saksi melihat sejak bulan September tahun 2020 (4 bulan ) yang 

lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan 

tidak pernah berkumpul kembali; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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 Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, 

akan tetapi tidak berhasil; 

 Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali; 

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat 

membenarkannya; 

2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat 

tinggal di XXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Tasikmalaya 

(tetangga), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: 

 Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;  

 Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri 

yang sampai sekarang belum pernah bercerai ;  

 Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2020 

rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran;  

 Bahwa saksi mendengar penyebab Penggugat dengan Tergugat sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang 

mampu menafkahi Penggugat; 

 Bahwa saksi melihat sejak bulan September tahun 2020 (4 bulan) yang 

lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak 

pernah berkumpul kembali; 

 Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan 

Tergugat ; 

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya; 

Bahwa selanjutnya Penggugat  tidak mengajukan apapun lagi dalam 

sidang ini dan Penggugat  telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang 

pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula ingin bercerai 

dengan Tergugat dan mohon putusan ;   

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam 

berita acara sidang, dan untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis cukup 

menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan 

dari putusan ini ;  

Disclaimer
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PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan Penggugat 

sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;  

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada 

pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan 

kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat (1) 

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara 

kontentius wajib diadakan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah 

hadir dalam sidang, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b peraturan tersebut 

haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;  

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat  

adalah pada tanggal 09 Januari 2003 Penggugat dan Tergugat melangsungkan 

pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX 

Kabupaten Tasikmalaya, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat 

bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kp. XXXXXX Desa XXXXXX 

Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Tasikmalaya. Selama berumah tangga 

Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri telah dikaruniai 1 

orang anak, kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2020 ketentraman rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran, disebabkan karena Tergugat Kurang memberi nafkah kepada 

Penggugat sehingga penggugat tidak menerima keadaan tersebut yang 

akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal 

sampai sekarang berjalan selama 4 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi 

hubungan, baik lahir maupun batin dan antara Penggugat dengan Tergugat 

sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagamana suami isteri. Dengan 

kejadian tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat 

sebagai suami istri sudah tidak dapat dibina dengan baik; 

Disclaimer
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara 

Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa 

fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah 

memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti P memiliki 

nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh 

karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti P 

tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum 

Islam, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri 

yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum ; 

 Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut 

untuk menghadap sidang, akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh 

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya 

tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum sehingga 

Tergugat tidak dapat mempertahankan hak jawabnya dalam sidang. Oleh 

karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat 

dibantah kebenarannya. Sedangkan gugatan Penggugat tersebut dapat 

dinyatakan tidak melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat 

bahwa gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek, sesuai dengan 

ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;  

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam sidang, akan 

tetapi karena alasan cerai Penggugat adalah karena terjadinya perselisihan dan 

pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti 

agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya ;  

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya 

dalam sidang, yaitu bibi dan tetangga Penggugat ; 

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi 

dalam  rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh 
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keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat 

tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi ;  

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat 

ke sidang, ternyata kedua saksi tersebut kenal dengan Tergugat dan 

mengetahui tentang kondisi rumah tangganya, maka Majelis Hakim 

berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi kehendak 

ketentuan tersebut diatas ;  

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi dalam sidang, 

menerangkan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak 

rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, karena antara 

Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, 

pengetahuan saksi tentang perseilisihan dan pertengkaran tersebut didasarkan 

pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, bahkan kedua orang saksi 

tersebut melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan 

tempat tinggal selama 4 bulan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali 

dan kedua orang saksi menyatakan ketidak sanggupannya untuk merukunkan 

kembali Penggugat dan Tergugat karena kedua saksi melihat dan mendengar 

sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan 

sulit untuk dirukunkan kembali Dengan demikian kedua orang saksi tersebut 

telah memenuhi ketentuan formal syarat-syarat sebagai saksi sesuai ketentuan 

Pasal 145 HIR, dan telah memenuhi ketentuan materil kesaksian sesuai 

ketentuan Pasal 172 HIR. Hal mana kedua orang saksi tersebut menyampaikan 

keterangan yang saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling mendukung. 

Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan 

dipertimbangkan.  

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan 

Penggugat dalam gugatannya, Penggugat telah berhasil membuktikan 

kebenarannya melalui alat bukti keterangan dua orang saksi, maka Majelis 

Hakim telah menemukan fakta hukum dalam sidang bahwa rumah tangga 

antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi 

karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus 

dan telah sulit untuk dirukunkan lagi yang berakibat rumah tangga Penggugat 
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dengan Tergugat telah pecah yang ditandai antara Penggugat dengan Tergugat 

telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan. Kondisi rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam 

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo 

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 

angka 4. Oleh karena itu, gugatan Penggugat juga telah beralasan hukum, 

sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;  

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat 

dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan  

bahwa tujuan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana 

dikehendaki oleh firman Allah Subhananu wa Ta’ala dalam Al-Qur’an Surat 

Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 

Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan apabila Penggugat dengan 

Tergugat tetap terikat dalam ikatan perkawinannya, akan menimbulkan 

kemadaratan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terutama bagi 

Penggugat, dengan demikian perceraian dalam ikatan perkawinan Penggugat 

dengan Tergugat merupakan langkah prepentif untuk mencegah terjadinya 

kemadaratan tersebut; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam 

kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi 

pendapat Majelis Hakim sebagai berikut : 

Ejnb æÈ°jÛ¯ tvnÌ ØnÊ°ã¸äSÛ E¸äSÛ¯ ECÐÀ Þ¾Ì ¾FÄ¯¯¿ ªä 

Artinya: “Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, 

maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, 

maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan 

secara verstek ;  

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan 

Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum 

Islam, jenis talaknya adalah talak satu ba’in shugra dari Tergugat terhadap 

Penggugat;  
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Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat termasuk bidang perkawinan 

maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat 

dibebani untuk membayar biaya perkara ;  

Mengingat dalil-dalil syar’i dan pasal-pasal dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;  

                        M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap sidang tidak hadir ; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ; 

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp.415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah); 

 

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 

Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya’ban 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. 

Isak Munawar, MH. sebagai  Ketua Majelis, Drs. H. Sanusi, MH.  dan Drs. 

Usman Parid, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan 

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri 

para Hakim Anggota dan Tati Suprapti, SH sebagai Panitera Pengganti serta 

dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat; 

 

 

Ketua Majelis 
 
 
 
 
 
 

Drs. Isak Munawar, MH.   
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Hakim Anggota Hakim Anggota 
 
 
  

Drs. H. Sanusi, MH.   Drs. Usman Parid, SH.   
 

Panitera Pengganti 
 
 
 

Tati Suprapti, SH   
Perincian Biaya Perkara : 

1. Biaya Pendaftaran :   Rp. 30.000,00 

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00 

3. Biaya Panggilan  : Rp.  295.000,00 

4. Biaya PNBP Panggilan :  Rp.  20.000,00 

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00 

6. Biaya materai : Rp. 10.000,00 

    Jumlah  Rp. 415.000,00  

 (empat ratus lima belas ribu rupiah) 
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